SALINAN

BUPATI MAGETAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita



10.

11.

12.

13.

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008
Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan
Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor
89);

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita
Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57



Menetapkan

Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2022.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan
pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi
Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan

penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pasal 3

(1) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

a. pengertian,;

b. sinkronisasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah;

c. prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Desa;

d. kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Desa;

e. teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Desa; dan

f.  hal khusus lainnya.



(2) Uraian Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 55 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 OKTOBER 2021

RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

PENGERTIAN

o g kow

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Magetan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Magetan.

Camat adalah Camat di Kabupaten Magetan.

Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Magetan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Magetan.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di
Kabupaten Magetan.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama

Badan Permusyawaratan Desa.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah
bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh
Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada
pemerintah desa di wilayah Kabupaten Magetan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk
periode 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB
Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau
kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan
lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor
nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat
Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak
sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap
produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga



II.

menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker,
menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
24.Bantuan Langsung Tunai adalah kegiatan pemberian bantuan
langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada
keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan
diputuskan melalui musyawarah Desa.
25.SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk

percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa.

RKP Desa Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJM Desa
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan wupaya dalam menjaga
kesinambungan pembangunan terencana dan  sistematis yang
dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai
sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel
dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/local wisdom. Hal
ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa
memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui
pengintegrasian prioritas Nasional, Prioritas Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan berbasis
lokal Desa. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah
dan Pemerintah Provinsi harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas
pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing
desa.

Lima prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 dimaksud,
meliputi :

1. pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan
peningkatan pelayanan dasar;

2. pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan
konektivitas dan kemaritiman;

3. peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa
produktif;

4. pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui
pelestarian lingkungan; dan

5. stabilitas keamanan nasional.



Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magetan dalam
rangka mewujudkan RPJMD 2018-2023 dengan Visi “Masyarakat Magetan
yang SMART Semakin Mantab dan lebih Sejahtera” melalui Misi :

1. meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya
manusia yang SMART (sehat, maju, agamis, ramah trampil);

2. meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan
pemberdayaan koperasi dan wusaha mikro sebagai pilar ekonomi
kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis
sekaligus sebagai ujung tombak pembangunan daerah;

3. mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam
yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

4. memantapkan ketercukupan kwantitas dan kwalitas sarana
prasaarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat;dan

5. mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan
manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.

Program Prioritas Kabupaten Magetan Tahun 2022:

A. Bidang Pendidikan :

1. Pengembangan pendidikan karakter untuk anak wusia dini
(penggunaan bahasa Jawa dan permainan tradisional di PAUD);
2. Penyediaan Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi (SD dan SMP).

B. Bidang Kesehatan :

1. Menurunkan angka Stunting, Gizi Buruk, angka kematian ibu dan
bayi.

2. Program Pencegahan Penyakit Menular (DB, TBC, HIV) dan tidak
menular (darah tinggi, diabetes, kesehatan jiwa).

3. Fasilitasi pentingnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa
yang kurang mampu.

C. Pengentasan Kemiskinan :

1. Bantuan Sarana Pendidikan bagi siswa miskin.
Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin (JKN/PBIN dan BPID).
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Penyediaan sambungan air minum (sanitasi).

o K 0D

Bantuan sosial sarana prasarana produksi pertanian bagi petani
miskin.

Bantuan Sarana perdagangan bagi Warga Miskin.

Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi warga miskin.

Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif.

© ® N o

Penyediaan makanan bagi Lansia Terlantar.



D. Bidang Pariwisata :

1.
2.
3.

Pembangunan kawasan sesuai Grand Design Baru.
Penyusunan City Brand pariwisata

Pengembangan Kawasan Wisata Religi.

4. Pengembangan Desa Wisata

E. Bidang Pertanian :

1.

Pengembangan Agrowisata Pertanian/perikanan penopang
kepariwisataan

a. Agrowisata sayur dan bunga

b. Agrowisata ternak edukasi dan perah susu

c. Agrowisata Perikanan

Peningkatan produksi untuk mendukung ketahanan pangan

Daerah (Penyediaan bibit unggul, pupuk, pemberantasan hama)

F. Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro:

1.
2.

Revitalisasi Pasar dan Pasar Wisata;

Optimalisasi layanan Online terintegrasi dan optimalisasi
penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

Pembinaan Koperasi (kelembagaan, produksi, dan pemasaran);
Pemberdayaan usaha mikro (pelatihan dan fasilitasi permodalan);
Program Bunda sejahtera dan modal usaha pemuda untuk

menumbuhkan wirausaha baru.

G. Pembangunan:

1.

Peningkatan sarana dan prasarana Desa (jalan, pasar, saluran

irigasi, dan lain-lain)

Pemberdayaan BUMDES dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Optimalisasi E-Government sampai level desa.

Lingkungan Hidup :

a. revitalisasi hutan

b. pengelolaan dan pelestarian sumber mata air

c. pengelolaan limbah industri

d. pengelolaan sampah terpadu dan pembangunan TPA sanitary
landfill

III.  Prinsip Penyusunan APB Desa
1.

2.

Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa
berdasarkan urusan dan kewenangan desa;

Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa

keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;



3. Tepat waktu, sesuai

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan:

dengan tahapan dan jadwal yang telah

NO. Kegiatan Alokasi Waktu Keterangan
1. | Penyusunan RKP pada bulan Juli tahun
Desa berjalan
2. | Penetapan RKP paling akhir bulan
Desa September

3. | Penyusunan

Desa

Rancangan APB

dimulai bulan Oktober

berjalan

Desa

4. | Penetapan APB

paling lambat 31
Desember tahun

berjalan

Desa

5. | Perubahan APB

dilaksanakan maksimal
lkali dalam satu tahun
anggaran kecuali dalam

keadaan luar biasa

6. | Laporan

Pelaksanaan APB

Desa Semester I

paling lambat minggu
ketiga bulan Juli tahun

anggaran berjalan

7. | Laporan

pertanggung

APB Desa

jawaban realisasi

paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah akhir
tahun anggaran

berkenaan

Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa
melalui Sistem Informasi Desa, Info grafis dan media lainnya;

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa
1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember.

Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan

Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan
perundang undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah

lainnya.



IV.

Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam
penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 terkait dengan
pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dengan pendekatan
penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja yang dimaksud
adalah:

a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari
kegiatan yang direncanakan;

b. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja
yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;

c. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit
barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;dan

d. memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal desa setempat.

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2022 terkait dengan :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun
Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan
memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan Desa dalam 1
(satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu
dikembalikan oleh Desa.

a. Pendapatan Asli Desa
b. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan

Asli Desa terdiri atas jenis:

1) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;

2) hasil aset, antara lain tanah kas Desa, sewa gedung, pasar
Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil asset
lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul
dan kewenangan lokal berskala Desa;

3) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari
sumbangan masyarakat desa; dan

4) pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.

c. Pendapatan Transfer

Terdiri atas :



1)

2)

3)

S)

Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang
disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,;

Dana Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
Kabupaten yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Magetan berpedoman pada Peraturan
Bupati;

Alokasi Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati;

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Provinsi dapat bersifat umum dan khusus.

Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB
Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan
paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak
30% (tiga puluh per seratus);dan

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada
Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Magetan dan tidak diterapkan dalam ketentuan
penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan
paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) berpedoman pada

Peraturan Bupati.

d. Pendapatan Lain :

1)
2)
3)
4)

S)
6)

Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;

Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran
berjalan;

Bunga bank; dan

Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi

Dana Desa, Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi, Bantuan

Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran

2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa

tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan telah

dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana



dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan
Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2022
dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya
ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022 atau
dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa

yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2022.

. Belanja Desa

Yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai
penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang
antara penerimaan dan pengeluaran, yang Dberorientasi pada

pencapaian hasil dari input dan output yang direncanakan.

V. Teknis Penyusunan APB Desa

Teknis penyusunan APB Desa dan evaluasi Peraturan Desa

tentang APB Desa mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 57

Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten

Magetan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa di Kabupaten Magetan.

Dalam penyusunan APB Desa tahun 2022 Pemerintah Desa harus

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2022 paling lambat
bulan Oktober tahun 2021.

. Peraturan Desa tentang APB Desa 2022 ditetapkan paling lambat

tanggal 31 Desember tahun 2021.

3. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.

4. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana

Anggaran Biaya.

. RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana

kegiatan.

. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan

RKP Desa.

. RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa.



10.

. RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun

berjalan.

. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun

anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran

APB Desa setelah APB Desa ditetapkan.

VI. Hal Khusus Lainnya.

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran

2022 selain memperhatikan kebijakan teknis penyusunan APB Desa, juga

memperhatikan hal-hal lain sebagai berikut :

a.

mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan efektif dengan
memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi
rakyat dan mempercepat pembangunan insfrastruktur yang mampu
menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil;

melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang
bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan
memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang
dapat memberdayakan masyarakat;

mempercepat daya serap anggaran sehingga dapat memperkecil SiLPA
yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian Desa.
Kegiatan yang dalam pelaksanaannya merupakan penguatan peran,
tugas dan fungsi PKK dalam pembangunan desa merupakan upaya
untuk menyikapi isu-isu strategis pembangunan Desa; dan

Lain-lain Kegiatan Prioritas, yaitu :

1. Penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana,

Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

2. Penanggulangan lanjutan atas dampak pandemi COVID-19.

3. Penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan

perundangundangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk :

A. SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan

pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan
dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan

potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan



lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan

berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan

kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan

kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa

yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan

Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi

Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1.

Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan

SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
. Desa ekonomi tumbuh merata

SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;

SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai
kebutuhan;

DGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan

SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar
lingkungan.

Desa peduli kesehatan

SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;

SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan

SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan
nyaman.

Desa peduli lingkungan

SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;

SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.

Desa peduli pendidikan

SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.

Desa ramah perempuan

SDGs Desa5 : keterlibatan perempuan Desa.

Desa berjejaring

SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.
Desa tanggap budaya

SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan

SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya

desa adaptif.



Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi
Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana
Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang
mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan
kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas
nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan

nonalam.

. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan
ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa
kemiskinan, melalui :

a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian
bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai,
pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut,
difabel.

b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan
ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya
Tunai Desa.

c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan
meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang
sesuai kewenangan Desa antara lain
membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar
wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan
usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa.

2. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas
pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa
bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata,
mencakup:

a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha
milik Desa bersama;

b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau
badan usaha milik Desa bersama;

c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau

badan usaha milik Desa bersama; dan



d.

pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau

badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa

dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara

lain:

1) pengelolaan hutan Desa;

2) pengelolaan hutan adat;

3) pengelolaan air minum,;

4) pengelolaan pariwisata Desa;

5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan
perebusan);

6) pelatihan pembenihan ikan;

7) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk
perikanan; dan

8) pengelolaan sampah.

kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan,

pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan

badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik

Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan

diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :

a.

bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau
perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau
perdesaan;

bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri
rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau
perdesaan;

bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan
Desa dan/atau perdesaan;

pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi
perhutanan sosial;

pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan
dan berkelanjutan; dan

kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan

usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai



dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas

nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1.

pendataan Desa

a.
b.
C.

d.

€.

a.

pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
pendataan pada tingkat rukun tetangga;

pendataan pada tingkat keluarga;

pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan

Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa

penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan
Desa;

pemutakhiran peta  potensi dan sumber daya
pembangunan Desa;

pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan

dalam Musyawarah Desa.

pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi

a.

pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi
digital yang disediakan oleh Pemerintah;

penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis
aplikasi digital; dan

pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan
komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:

1. tower untuk jaringan internet;

2. pengadaan komputer;

3. smartphone; dan

4. langganan internet.

pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya
sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam

Musyawarah Desa.

pengembangan Desa wisata

a.

pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;



promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya
dan berbasis digital;

pelatihan pengelolaan Desa wisata;

pengelolaan Desa wisata;

kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa
wisata; dan

pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah

Desa.

5. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani

a.

pengembangan usaha pertanian, perkebunan,
perhutanan, peternakan dan/atau perikanan ;
pembangunan lumbung pangan Desa;

pengolahan pasca panen; dan

penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah

Desa.

6. Pencegahan stunting di Desa

a.

pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di
Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-
Human Development Worker (e-HDW);

tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan

stunting melalui rumah Desa sehat;

peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan

pengasuhan anak melalui kegiatan:

1) kesehatan ibu dan anak;

2) konseling gizi;

3) air bersih dan sanitasi;

4) perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu
hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan
kesehatan dan administrasi kependudukan;

5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga
Balita (BKB);

06) upaya pencegahan perkawinan anak;

7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah
kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan

Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang



sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak
sekolah.

8) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan
Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan

9) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan
Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi
kewenangan Desa;

7. Pengembangan Desa inklusif
a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan

rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan

masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan,
disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok
rentan lainnya;

b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan
kelompok marginal dan rentan;

c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan
rentan;

d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk
membentuk kesalehan sosial di Desa; dan

e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang
sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

Musyawarah Desa.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai
dengan kewenangan Desa
Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk
mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam Pengadaan,
pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam
dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan
kewenangan Desa yang antara lain :

a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa

P3K untuk bencana;
d. pembangunan jalan evakuasi;

e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;



f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;

g. penyediaan tempat pengungsian;

h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena
bencana alam;

i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang
terkena bencana alam; dan

j- sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang
lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa

2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam

a. Desa Aman COVID
1) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa

Aman COVID-19 antara lain :

a) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan
Pos Jaga Desa yang telah ada;

b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan
penerapan secara ketat protokol kesehatan;

c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan
Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga
kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang
diputuskan dalam musyawarah Desa
khusus/musyawarah Desa insidental;

d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan
pembersih tangan (hand sanitizer);

e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai
keperluan;

f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa
agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika
dibutuhkan;

g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang
mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri
di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;

h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin
dan melaporkannya kepada Satuan  Tugas
Penanganan COVID-19 Daerah; dan

i) mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman

COVID- 19.



2)

relawan Desa Aman COVID-19

Relawan Desa aman COVID-19 dengan struktur
sebagai berikut:

a) Ketua : Kepala Desa

b) Wakil : Ketua BPD

c) Anggota :

e perangkat Desa;

e anggota BPD

e kepala dusun atau yang setara;

e ketua rukun warga;

e ketua rukun tetangga;

e pendamping lokal Desa;

e pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
e pendamping Desa sehat;

e pendamping lainya yang berdomisili di Desa;

e bidan Desa;

e tokoh agama;

e tokoh adat;

e tokoh masyarakat;

e karang taruna;

e Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan

e Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

3) Mitra:

a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban

masyarakat (Babinkamtibmas);

b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan

c) pendamping Desa.

4) Tugas relawan Desa aman COVID-19:

a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi

kebiasaan baru di Desa untuk Dberdisiplin
menjalankan protokol kesehatan yaitu memakai
masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi
mobilitas atau  pergerakan penduduk dan

menghindari kerumunan;

b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua,

balita, serta orang yang memiliki penyakit
menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis

lainnya, serta mendata keluarga yang berhak



mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait
jaring pengamanan sosial dari Pemerintah Pusat
maupun daerah, baik yang telah maupun yang
belum menerima;

c) melakukan penyemprotan disinfektan jika
diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan
dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer)
di tempat umum;

d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa
agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika
dibutuhkan;

e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini,
perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah
dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);

f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang
mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri
di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan

g) menyediakan informasi penting terkait dengan
penanganan COVID-19 seperti nomor telepon
rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan
lain-lain;

3. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa

dan diputuskan melalui musyawarah Desa
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